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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengawasan Bawaslu dalam 

penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 di 

masa pandemi COVID-19 serta mengidentifikasi faktor pendukung Bawaslu dalam 

penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 di 

masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota 

Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Bawaslu Kota Samainda dalam Pilkada Kota Samarinda 2020 di masa pandemi 

COVID-19 pada tahap pelaksanaan kampanye adalah dengan menurunkan pengawas 

kelapangan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan kampanye di masa pandemi, 

pada tahap pengawasan dana kampanye Bawaslu melaksanakan pengawasan dengan 

pengawasan berkas atau crosscheck data dana kampanye paslon. Tahap pengadaan 

logistik Bawaslu menurunkan pengawas kelapangan untuk meninjau kesesuaian 

logistik Pilkada  di masa pandemi sedangkan untuk tahap pendistribusian logistik 

Bawaslu menurunkan pengawas untuk mengawasi pendistribusian l hingga 

tersalurkan ke TPS. Pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara 

hasil Pilkada di TPS dilaksanakan dengan menempatkan PTPS berjumlah 1.962 

orang disetiap TPS dilengkapi smartphone dan berita acara untuk 

mendokumentasikan kegiatan selama pemungutan dan penghitungan suara. Untuk 

pengawasan penetapan hasil Pilkada, pengawasannya berdasarkan surat suara 

terverifikasi sah. Faktor pendukung pengawasan Bawaslu adalah UU No 7 Tahun 

2017 Pasal 104 Huruf F yaitu pengawasan partisipatif, selain itu pun kesadaran 

masyarakat yang tinggi terhadap prokes dan penambahan jumlah TPS yaitu 1.962 

untuk mencegah penularan COVID-19. 
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Pendahuluan 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demoocraia  yang berarti kekuasaan 

rakyat, yang dibentuk dari kata demos adalah rakyat dan kratos artinya kekuasaan. 

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia ialah demokrasi Pancasila dan telah 

mengalami berbagai perkembangan. Adapun asas demokrasi yaitu Pemilu, Pemerintah 

bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat, semua warga negara mempunyai 

kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan, 

kebebasan mengemukakan pendapat, dan Kebebasan pers dan keterbukaan informasi 

kepada publik. Berdasarkan salah satu ciri demokrasi yaitu pemilihan umum. 

Pemilihan umum pun menjadi sebuah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan 

suara dan haknya untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka di dalam 

pemerintahan. 

 Pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia tidak hanya berjalan begitu saja dan 

tidak diawasi. Indonesia memiliki sebuah lembaga Negara  yang memiliki tugas 

sebagai pengawas pemilu dan Pilkada yaitu Bawaslu. Pelaksanaan Pilkada serentak di 

Indonesia sendiri rencananya digelar pada 23 September 2020. Namun Indonesia 

terpapar COVID-19. Masuknya COVID-19 di Indonesia membuat ketidakstabilan di 

berbagai sektor yang ada termasuk penundaan Pilkada yang akan berlangsung di 270 

daerah, yakni di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia, Pilkada serentak 

akan ditunda dan dijadwalkan ulang 9 Desember 2020 lewat Perppu No.2 Tahun 2020 

Pasal 22A Ayat 1. 

 Berdasarkan data pada 6 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia 

sendiri sudah mencapai 575.769 kasus. Kalimantan Timur sendiri 20.833 kasus, 

Samarinda yang menjadi Ibukota Kalimantan Timur pun mencatatkan rekor buruk 

dengan kasus terkonfirmasi 6.035. Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi 

COVID-19 menuai dukungan maupun kontra. Untuk dukungan terhadap Pilkada 

karena adanya roda pemerintahan yang harus terus bergulir. Sedangkan untuk 

kontranya, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 dapat berpontensi 

meningkatkan penyebaran COVID-19. Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu tentu 

saja turut ambil peran dalam hal ini selain melakukan tugas pencegahan, pengawasan, 

dan penindakan dalam Pilkada serentak, Bawaslu juga memiliki tugas untuk 

memastikan semua pihak mematuhi protokol kesehatan selama Pilkada serentak 

berlangsung agar tidak ada peningkatan penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh 

Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Ini terbukti di lapangan sendiri adanya 

perbedaan yang signifikan terutama pada hari pemilihan yaitu adanya penerapan 

protokol kesehatan COVID-19 yaitu Menjaga jarak saat mengatre, mencuci tangan 

dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan dan 

wajib menggunakan masker ketika memasuki tempat pemungutan suara (TPS). 
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Kerangka Dasar Teori 

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  

Definisi Demokrasi 

 Menurut Mangunsong (2010:139) demokrasi berarti bentuk pemerintahan 

politik di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung 

(demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berbentuk 

demokrasi perwakilan dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang luas serta 

memiliki jumlah penduduk yang tinggi. 

 

Definisi Pengawasan 

 Menurut Swasta (2010:585) pengawasan adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh manajer atau pengelola untuk memastikan bahwa hasil sebenarnya 

sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. Secara umum pengawasan adalah 

proses penentuan indikator kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang dijadwalkan. Menurut 

Victor  dan Juhir (2011:15) pengawasan adalah setiap upaya dan tindakan yang 

tujuannya untuk mengetahui sampai mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan dan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Jenis Pengawasan 

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) 

Pengawasan pendahuluan (preliminary control), artinya, pengawasan sebelum 

pekerjaan dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan 

penyimpangan sentral atau penting pada kerja yang diharapkan, yang dihasilkan 

sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup 

setiap upaya manajerial untuk meningkatkan kemungkinan hasil aktual akan 

mendekati hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. 

Berfokus pada masalah mencegah penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas 

sumber daya yang digunakan dalam organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi 

persyaratan kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. 

Dengan manajemen diharapkan mengembangkan kebijakan dan prosedur serta aturan 

yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku yang mengarah pada hasil kerja yang 

tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik 

untuk tindakan di masa yang akan datang. Pengawasan pendahuluan meliputi; 

Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan materi, 

Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber daya 

keuangan. 

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) 

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) artinya Pengawasan 

yang terjadi ketika pekerjaan sedang dilakukan. Memantau pekerjaan yang 

berlangsung untuk memastikan bahwa target telah dicapai. Concurrent control 
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terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para 

bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer 

sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka 

bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan 

mereka agar pekerjaan yang dilaksanakan akan menjadi baik dan benar. 

3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control) 

Pengawasan Feed Back (feed back control) adalah Pengawasan dengan mengukur 

hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, untuk mengukur penyimpangan yang 

mungkin terjadi atau tidak sesuai standar. Pengawasan difokuskan pada kinerja 

organisasi di waktu sebelumnya. Tindakan korektif dimaksudkan untuk proses 

membeli sumber daya atau operasi yang aktual. Ciri khas dari metode pengawasan feed 

back (umpan balik) adalah memfokuskan pehatian pada hasil historis sebagai dasar 

untuk mengoreksi tindakan di masa yang mendatang. 

 

Definisi Pemilihan Umum (Pemilu) 

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2003, Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan 

Perwakilan daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilihan umum 

yang selanjutnya dimaksud dengan Pemilu adalah sarana untuk menjalankan 

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan 

Pancasila dan UUD 1945 Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

 

Definisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada, berdasarkan Pasal 1 PP No. 6 Tahun 

2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pilkada adalah Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil 

Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota 

dan Wakil Walikota. 

 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit 

pada manusia maupun hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada 

saluran pernafasan, seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan juga Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe 
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Acute Respiratory Syndrome (SARS). Jenis baru virus corona yang ditemukan pada 

manusia sejak wabah yang melanda Wuhan Tiongkok pada Desember 2019, 

kemudian dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Seperti 

penyakit pernapasan lainnya, 

Virus corona dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, 

batuk, dan demam. Sekitar 80% dari kasus yang ada dapat sembuh tanpa adanya 

perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang kemungkinan mengalami penyakit serius, 

seperti pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya berkembang secara bertahap. 

Meskipun angka kematian penyakit ini masih tergolong rendah yaitu sekitar 3%, 

namun bagi orang yang sudah lanjut usia, dan orang dengan kondisi medis yang 

memiliki penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes, mereka 

biasanya lebih rentan terhadap penyakit serius dan parah. Melihat perkembangan 

sejauh ini, lebih dari 50% kasus yang  konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka 

kesembuhan yang akan terus meningkat. 

 

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pilkada 

Di Masa Pandemi COVID-19 

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah Lembaga negara penyelenggara 

pemilu yang memiliki tugas pengawasi seluruh proses dari awal hingga akhir 

berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia yang berlangsung setiap 5 tahun sekali 

yaitu Pemilu. Pilkada serentak pada tahun 2019 kali ini pun tidak lepas dari pengawasan 

Bawaslu, tapi ada yang berbeda dengan Pilkada serentak kali ini karena harus 

dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Bawaslu yang memiliki tugas untuk 

mengawasi Pilkada harus menanggung beban tambahan yaitu untuk mengawasi 

jalannya Pilkada serentak mulai dari proses awal hingga akhir dengan menerapkan 

protokol kesehatan penanganan COVID-19 untuk mencegah, dan menekan angka 

penyebaran COVID-19. Adapun peraturan yang menjadi landasan pengawasan 

Bawaslu dalam Pilkada serentak tentang prokotol kesehatan penanganan COVID-19 

tertuang dalam PKPU No 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara dan tahapan 

Pilkada serentak yang diselenggarakan di tengah masa pandemi COVID-19. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu data yang dikumpulkan berupa uraian atau kata-kata dan bukan angka-angka. 

Saryono (2010:1) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas 

atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan 

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda. 

 

 



eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 3, Halaman 225–236 Tahun 2021. 

230 

 

 

Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 di masa 

pandemi COVID-19 yang meliputi : 

1.1 Pelaksanaan dan dana kampanye. 

1.2 Pengadaan logistik Pilkada dan pendistribusiannya. 

1.3 Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkada 

di TPS. 

1.4 Penetapan Hasil Pilkada. 

       2. Faktor pendukung pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam  

penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2021-

2024. 

 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan dan Dana Kampanye 

Pada poin ini berusaha menguraikan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana 

kampanye. Adapun pengawasan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mengawasi 

pelaksaan Pilkada Kota Samarinda yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 

dengan baik, dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta kampanye dalam pelaksanaan kampanye maupun dalam pelaporan dana 

kampanye serta mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Pelaksanaan 

pengawasan kampanye dan dana kampanye dilaksanakan dengan menurunkan 

pengawas kelapangan serta memproses berkas laporan yang masuk terkait indikasi 

pelanggaran. 

Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu menurunkan pengawas 

lapangan untuk meninjau dan memeriksa bagaimana pasangan calon melaksanakan 

kampanye baik metode kampanye maupun atribut kampanye di masa pandemi apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu PKPU No 13 Tahun 2020. 

Selain dengan cara meninjau dalam pelaksanaannya Bawaslu juga dapat bertindak atas 

laporan-laporan dari masyarakat dengan dilengkapi alat bukti. Pelaksanaan 

pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan kampanye ini untuk mencegah ataupun 

mentindaklanjuti terjadinya pelanggaran seperti money politic, kampanye terselubung, 

kampanye hitam ataupun pengumpulan massa yang membuat kerumunan ataupun 

pelanggaran protokol kesehatan lainnya. 

Untuk pengawasan dana kampanye, Bawaslu melaksanakannya dengan 

mekanisme menyamakan atau crosscheck data yang ada dari hasil audit Kantor 

Akuntan Publik dengan laporan yang masuk ke KPU. Pengecekkan data ini untuk 

melihat aliran dana keluar dan dana masuk dari pasangan calon.  Dalam pengawasan 

dana kampanye yang terlibat untuk pengawasannya adalah Bawaslu, dalam audit data 

dana kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik sedangkan yang menerima 

laporan dana kampanye dari pasangan calon untuk diaudit adalah KPU. Tindak lanjut 

dari pengawasan ini adalah jika ada laporan dana keuangan yang tidak sesuai ataupun 
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menyimpang dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, Bawaslu akan menindaklanjuti 

pelanggaran administrasi ini sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sumber 

dana kampanye pasangan calon sendiri dapat bersumber dari. Paslon itu sendiri, 

sumbangan internal partai dan sumbangan dari perusahaan terkecuali dana dari asing 

atau luar negeri tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk batas toleransi penggunaan 

dana kampanye adalah Rp14.717.133.800. 

 

Pengadaan Logistik dan Pendistribusiannya 

Pada poin ini berusaha menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dalam mengawasi pengadaan 

logistik dan pendistribusian logistik. Bawaslu  menuruntkan pengawas kelapangan 

untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pengadaan logistik maupun pendistribusian 

logistik agar ditangani sesuai dengan pelaksaan Pilkada di masa pandemi COVID-19.  

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri untuk pengadaan 

logistik ialah untuk memastikan bahwa logistik yang disediakan telah sesuai dengan 

yang direncanakan. Jadi Bawaslu harus memastikan logistik yang telah disediakan oleh 

KPU dalam kondisi yang lengkap, dan telah memenuhi standar untuk digunakan. 

Bawaslu melaksanakan pengawasan pengadaan logistik dengan cara meninjau dan 

memeriksa keadaan dan kelengkapan logistik yang berada di gudang KPU sebelum 

didistribusikan ke TPS. Pengadaan dan pendistirbusian logistik juga harus memenuhi 

standar protokol kesehatan itulah yang menjadi tugas tambahan untuk Bawaslu dalam 

Pilkada di masa pandemi ini. Dalam pengawasan pengadaan logistik Pilkada hanya ada 

Bawaslu. Untuk tindak lanjut dari hasil pengawasan adalah tergantung dari hasil 

pengawasan jika ada kekurangan yang terjadi maka Bawaslu akan memberikan laporan 

kepada KPU sebagai penyelenggara yang mengadakan logistik Pilkda dan menjadikan 

kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar persiapan dari pengadaan 

logistik dan dalam penyimpanan logistik dapat lebih matang dan lebih baik dari 

sebelumnya. 

 Pendistribusian logistik sendiri ialah pengiriman logistik Pilkada yaitu logistik 

perlengkapan pemungutan suara dan alat pelindung diri dari tempat pembuatan lalu ke 

gudang KPU hingga disalurkan ke TPS. Untuk pendistribusiannya Bawaslu harus 

memastikan kelengkapan dan keamanaan logistik Pilkada selama masa 

pendistirbusiannya agar tidak ada logistik yang segelnya rusak, logistik yang hilang 

ataupun terjadi sabotase terhadap logistik. Bawaslu pun menurunkan pengawas yang 

akan mengawasi pendistribusian logistik Pilkada Kota Samarinda. Pengawasan 

pendistribusian logistik Pilkada dilakukan dengan melakukan pengawalan 

pendistribusian logistik dari gudang penyimpanan KPU hingga tersalurkan ke TPS. 

Bawaslu juga harus memastikan logistik harus terkirim dan sampai di TPS paling 

lambat H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 

 

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pilkada Di TPS 

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda dalam 

pengawasannya untuk tahap pemungutan suara di TPS memiliki dua fokus yaitu 
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mencegah kecurangan dan menerapkan protokol kesehatan. Dalam pengawasannya 

dilaksanakan dengan adanya PTPS yang ditempatkan berjumlah satu orang disetiap 

TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, dan semua hasil proses 

pelaksanaan pemungutan suara di TPS akan di catat dan dilaporkan lewat lembar berita 

acara yang telah disediakan dan dokumentasinya lewat smartphone. 

Untuk tahapan mencoblos di TPS sendiri memilih beberapa tahap yaitu sistem 

untuk mencoblos menggunakan sistem kloter agar tidak ada menumpukkan 

kerumunan, kedua masyarakat yang ingin memilih wajib menggunakan masker, 

menjaga jarak ketika mengantre, mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya sebelum 

memasuki TPS. Setelah di dalam TPS masyarakat menunggu giliran dan akan di 

panggil oleh petugas KPPS. Sebelum ke bilik suara, surat suara wajib di perlihatkan 

agar tidak ada kerusakan atau sudah tercoblos. Kemudian masyarakat membawa surat 

suara kebilik suara untuk memilih dan setelah itu memasukkan surat suara yang telah 

tercoblos ke kotak suara. Tahap yang terakhir adalah meneteskan tinta ke jari sebagai 

tanda telah menyalurkan suara atau telah mencoblos, perubahan dari jari dicelup 

hingga diteteskan adalah untuk menyesuaikan karena adanya pandemi COVID-19. 

Untuk tingkat partispasi masyarakat yang rendah merupakan kendala. Partispasi 

masyarakat Kota Samarinda adalah 52,26 persen jauh dari target nasional yaitu 77,63 

persen.  Pelanggaran seperti daftar pemilih ganda telah diantisipasi oleh pihak Bawaslu 

yaitu dengan perbaikan daftar pemilih yang memiliki kesamaan NIK KTP. Sedangkan 

untuk pelanggaran serangan fajar sebelum pemungutan suara sendiri tidak ada laporan 

yang masuk dan tidak ada pembuktian yang pasti sesuai yang harus memenuhi dua alat 

bukti. Untuk protokol kesehatan sendiri mayoritas berjalan dengan baik karena petugas 

KPPS selalu mengingatkan dan menegur untuk kepentingan bersama. Untuk tindak 

lanjut dari hasil pengawasan tentang pemungutan suara di TPS, Bawaslu membuat 

evaluasi agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan menejamin protokol 

kesehatan yang lebih ketat agar masyarakat merasa kesehatannya terjamin. 

 Selanjutnya yaitu tahap selanjutnya penghitungan suara di TPS yaitu tahap 

dimana surat suara akan dihitung kemudian akan di unggah secara online formulir C1 

Pilkada Kota Samarinda. Pengawasan Bawaslu dalam tahap ini adalah memastikan 

tidak adanya perubahan data suara yang terjadi, ataupun penggelembungan suara. 

Selain itu juga Bawaslu tetap harus memastikan protokol kesehatan tetap harus 

dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan sendiri Bawaslu yang sudah 

penempatkan PTPS disetiap TPS untuk melaporkan segala kegiatan lewat lembar berita 

acara dan dokumentasinya lewat smartphone. Untuk tahap penghitungan suara di TPS 

wajib dihadiri oleh saksi pasangan calon, anggota KPPS, PTPS. Tahap penghitungan 

dimana surat suara dikeluarkan dan dihitung. Surat suara disaksikan bersama jika ada 

surat suara yang tidak sah maupun sah akan disaksikan bersama. Untuk kendala ada 

pada saat mengupload formulir C1, karena server yang overload yang berujung server 

down. Kendala ini merupakan kendala dari pusat karena server berasal dari pusat. 

Akibat dari kendala ini ada TPS yang dapat mengupload formulir C1 dan ada juga TPS 

secara manual bukan daring. Untuk pelanggaran perubahan data dan penggelembungan 

suara tidak ada, karena tidak adanya laporan yang masuk ke Bawaslu. Protokol 
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kesehatan pun dijalankan dengan baik dan dipatuhi karena demi kepentingan bersama 

selalu diimbau oleh KPPS. 

 

Penetapan Hasil Pilkada 

 Proses penetapan hasil pilkada yang pertama adalah rapat pleno tingkat 

Kelurahan, kemudian naik ke tingkat rapat pleno tingkat Kecamatan dan yang 

terakhir rapat pleno tingkat Kota. Yang menghadiri rapat pleno sendiri adalah KPU, 

Bawaslu, dan Pasangan Calon beserta timnya. Untuk penyelesaian masalah terkait 

surat suara, seharusnya diselesaikan ditingkan Kelurahan dan Kecamatan sebelum 

naik ke tingkat Kota. Penetapan pada Rabu, 16 Desember 2020 yang berdasarkan 

surat suara yang sah dan terverifikasi. Setelah penetapan KPU mengirimkan surat 

kepada DPRD, kemudian dilanjutkan oleh DPRD kepada Kementrian Dalam Negeri. 

Dalam rapat pleno tingkat Kota Samarinda, ada protes yang datang dari pasangan 

calon nomor urut 3 yaitu Zairin Zain dan Sarwono dengan alasan rapat pleno dan 

penetapan dilaksanakan dalam masa pandemi dan harus dihentikan. Selain itu 

pasangan calon nomor urut 3 Zairin Zain dan Sarwono mengklaim bahwa ada 

pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan 

penetepatan hasil Pilkada yaitu Bawaslu memproses laporan tersebut, yang kemudian 

laporan tersebut tidak memenuhi dua alat bukti yang menjadi syarat untuk dilanjutkan 

kasusnya sehingga laporan tersebut dihentikan. Untuk Pilkada Kota Samarinda tidak 

ada terjadi sengketa Pilkada. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pengawasan kampanye dilaksanakan Bawaslu dengan menurunkan 

anggota Bawaslu untuk meninjau dan memeriksa kesesuaian pelaksanaan 

kampanye paslon dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi COVID-19, sedangkan untuk dana 

kampanye Bawaslu mengawasi dengan menyamakan data dari hasil audit Kantor 

Akuntan Publik dengan data yang dimiliki KPU. 

2. Pengawasan pengadaan logistik dilakukan dengan mekanisme Bawaslu turun ke 

lapangan yaitu turun langsung ke gudang penyimpanan KPU untuk melihat 

keadaan logistik untuk menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemi COVID-

19. Sedangkan untuk pengawasan pendistribusian Bawaslu ikut dalam 

pengawaslan pendistribusian dari gudang KPU hingga sampai ke TPS. 

3. Pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkada di TPS 

dilaksanakan Bawaslu dengan menempatkan PTPS disetiap TPS dengan dilengkapi 

lembar berita acara dan smartphone untuk mendokumentasikan kegiatan 

pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkada dan ketaatan terhadap 

pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.  

4. Pengawasan penetapan Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 

dimulai dari rapat pleno yang dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19 

yaitu rapat pleno tingkat Kelurahan, Kecamatan dan yang terakhir adalah rapat 
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pleno Tingkat Kota Samarinda yang kemudian sekaligus menetapkan pemenang 

dari Pilkada Kota Samarinda berdasarkan surat suara yang sah dan terverifikasi. 

5. Faktor pendukung pengawasan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Kota 

Samarinda adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 Huruf F Tentang Pemilihan 

Umum yang isinya bagaimana Bawaslu Kabupaten, Kota berkewajiban 

mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan masyarakat 

untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada baik pelanggaran Pilkada maupun 

pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 selain itu faktor pendukung lainnya 

adalah kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menajalankan protokol kesehatan 

COVID-19 dan penambahan jumlah TPS dari 1.582 menjadi 1.962 untuk memecah 

konsetrasi jumlah massa pemilih yang bertuan mencegah dan menekan angka 

penyebaran COVID-19 pada saat pemungutan suara di TPS penambahan jumlah 

TPS ini berdasarkan penambahan jumlah TPS ini berdasarkan hasil Rapat Pleno 

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh 

KPU Kota Samarinda di Ballroom Hotel Aston Lantai 12,  Kota Samarinda pada 

Selasa, 8 September 2020. 

Saran 

1. Pada waktu pendistirbusian logistik di masa pandemi COVID-19 yang terlalu 

berdekatan dengan waktu pemungutan suara. Pendistribusian dilaksanakan pada 

Senin, 7 Desember sampai dengan Selasa, 8 Desember 2020 sedangkan waktu 

pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Sebaiknya 

untuk tahap pendistribusian Bawaslu perlu mengawasi pendistribusian lebih baik 

dan efisien agar pendistribusian logistik tidak terlalu berdekatan dengan hari 

pelaksanaan pemungutan suara apalagi dalam pelaksanaan Pilkada di masa 

pandemi COVID-19. 

2. Kurangnya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam Pilkada pada masa 

pandemi COVID-19 Kota Samarinda terutama dalam tahap kampanye dan 

pemungutan suara di TPS karena takut akan penularan COVID-19. Bawaslu perlu 

berkolaborasi dan bekerjasama dengan KPU Samarinda sebagai penyelenggara 

Pilkada dan juga dengan Satgas COVID-19 Kota Samarinda yang memiliki 

wewenang terkait penanganan COVID-19 di Kota Samarinda untuk bekerja sama 

dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah dan 

menurun dalam pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda selanjutnya, apalagi jika 

Pilkada tersebut masih dilaksanakan ditengah masa pandemi COVID-19. 

3. Pada saat Pilkada di masa pandemi COVID-19 ada permasalahan kesulitan 

mengupload formulir C1 dikarenakan server yang overload yang berujung 

serverdown pada tahap penghitungan suara. Bawaslu pun harus memberikan kritik 

kepada penyelenggara pusat sebagai pengelola server yang menjadi wadah untuk 

mengupload formulir C1 agar memperbaiki dan mengevaluasi penggunaan server. 

4. Pada saat Pilkada di masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda ini terdapat 

pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait hasil penetapan rapat pleno 

yaitu Pasangan Calon nomor urut 3 Bapak Zairin Zain dan Bapak Sarwono yang 

mengajukan keberatan terkait hasil suara rapat pleno di tingkat Kota. Seharusnya 
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keberatan terkait hasil suara diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Kelurahan dan  

tingkat Kecamatan sebelum naik ke tingkat rapat pleno Kota. Bawaslu harus 

memberikan teguran dan peringatan yang tegas kepada pasangan calon tersebut  

untuk menyelesaikan permasalahan sengketa hasil suara pada rapat pleno tingkat 

Kelurahan maupun tingkat Kecamatan terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat 

rapat Pleno Kota, apalagi ditambah dengan Pilkada kali ini yang dilaksanakan di 

tengah masa pandemi COVID-19. 
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